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ABSTRAK

Ulya, Nur Afina. 2024. Public Policy Pemerintah Kota Langsa pada
Pencegahan Perkawinan Anak dalam Kajian Gender. Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kasus perkawinan anak terus terjadi di Kota Langsa dalam beberapa
tahun terakhir. Peningkatan optimalisasi pemerintah dalam pencegahan
perkawinan anak sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergitas
serta koordinasi pencegahan perkawinan anak antar instansi pemerintah di
Kota Langsa. Tujuan penelitan ini adalah untuk mengalisis bagaimana public
policy yang diterapkan oleh pemerintah Kota Langsa dalam wupaya
pencegahan perkawinan anak? Bagaimana koordinasi antar instansi
pemerintahan dalam pencegahan perkawinan anak dan perlindungan
perempuan dan anak di Kota Langsa? Bagaimana perlindungan perempuan
dan anak pada kasus perkawinan anak dalam konteks kajian gender?

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan
pendekatan socio-legal. Data yang dihasilkan melalui proses wawancara dan
dokumentasi. Selanjutnya data diredukasi dan dianalisis dengan teori gender
perlindungan perempuan dan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak
antar instansi pemerintahan di Kota Langsa telah dilakukan dengan 3 cara
yaitu; Pertama, pembentukan tim koordinasi dalam pencegahan perkawinan
anak yang dilakukan dengan kegiatan rapat bersama dalam membahas
kegiatan kolaborasi antar instansi. Kedua, penetapan protokol kerjasama yang
dibuktikan dengan adanya nota kesepakatan antar instansi dengan upaya-
upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Langsa dalam pencegahan
perkawinan anak terdiri dari; Upaya preventif dan promotif dengan
memerhatikan hal-hal yang terjadi sebelum terjadinya perkawinan anak.
Upaya pelaksanaan yang dilakukan pada saat kasus perkawinan anak
diperiksa oleh Mahkamah Syar’iyah Langsa dan upaya kuratif atau
penyembuhan dengan meninimalisir dampak dari perkawinan anak. Kefiga,
evaluasi dan monitoring atas kebijakan yang telah diterapkan dengan
melakukan pemantauan masing-masing di tingkat instansi pemerintahan di
Kota Langsa.

Perlindungan perempuan dan anak pada kasus perkawinan anak
dalam konteks kajian gender sudah diterapkan di Kota Langsa dengan adanya
penerapan Profil Gender Kota Langsa. Hal ini dibuktikan dengan penerapan
undang-undang tentang perlindungan perempuan dan anak yang kemudian
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dikuatkan dengan penerapan 4 Qanun di Kota Langsa. Penerapan berbagai
regulasi tentunya dapat mengakomodir pemenuhan hak perempuan dan anak.

Kata Kunci: Public Policy, Perkawinan anak, Kajian Gender

Ulya, Nur Afina. 2024. Public Policy of the Langsa City Government
on the Prevention of Child Marriage in Gender Studies. Postgraduate
Program, Islamic State University of Sunan Ampel Surabaya

Child marriage cases continue to occur in Langsa city in recent years.
Increased optimization of government in preventing child marriage is needed.
Therefore, synergy and coordination are needed to prevent child marriage
between government agencies in Langsa city. The purpose of this research is
to analyze how public policy is implemented by Langsa City government in
preventing child marriage? How 1is coordination between government
agencies in preventing child marriage and protecting women and children in
Langsa City? How is the protection of woman and children in cases of child
marriage in the context of gender studies?

The research method in this study is qualitative with a socio-legal
approach. The data generated through interviews and documentation.
Furthermore, the data is redacted and analyzed with gender theory of women
and children protection.

The result showed that the prevention of child marriage between
government agencies in Langsa City has been carried out in three ways, first;
the formulation of a coordination team in preventing child marriage which is
carried out with joint meetings in discussing collaboration activities between
agencies. Second; the establishment of a protocol, which is evidenced by the
existence of a memorandum of agreement between agencies and the efforts
made by Langsa City government in preventing child marriage consist of
preventive efforts by paying attention to things that happen before child
marriage occurs. things that happen before child marriage occurs.
Implementation efforts that are carried out when child marriage cases are
examined by the Langsa Syar'iyah Court and curative or healing efforts and
curative or healing efforts by minimizing the impact of child marriage. the
impact of child marriage. Third, evaluation and monitoring of policies that
policies that have been implemented by monitoring each at the level of
government agencies in level of government agencies in Langsa City.

Protection of women and children in cases of child marriage in the
context of gender studies has been implemented in the City of Langsa with
the implementation of the Langsa City Gender Profile. This is evidenced by
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the implementation of the law on the protection of women and children
which is then strengthened by the implementation of 5 Qanun in Langsa City.
The application of various regulations certainly can accommodate the
fulfillment of the rights of women and children.

Keywords: Public Policy, Child Marriage, Gender Studies
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